Hasil Penilaian pelaksanaan Monito
Organisasi Perangkat Daerah, Ke

Menimbang

Mengingat

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
Nomor : 100/01/KI-Bali/Monev/Xf2019

W N

Tentang
ring dan Evaluasi terhadap Badan Publik
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Bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari proses

demokrasi di Negara Kesatuan republik Indonesia

Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia

Bahwa undang undang keterbukaan informasi publik telah
tetapkan pada tahun 2008 dan dinyatakan berlaku sejak tahun

2010

Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
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8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Standar Layanan Informasi Publik Desa

1. Penilaian terhadap dokumen dan visitasi terhadap semua badan
publik yang menjadi objek Monitoring dan Evaluasi Tahun 2019

2. Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi
Bali pada hari Senin, 7 Oktober 2019

Memutuskan

Hasil penilaian dan pemeringkatan dari pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi terhadap Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah,
Kelurahan dan Desa se-Bali tahun 2019 seperti terlampir

Penilaian meliputi assesmen terhadap dokumen, verifikasi,
Klarifikasi, visitasi, dan simulasi terhadap semua objek Monitoring
dan Evaluasi Badan Publik, Kelurahan dan Desa tahun 2019.

Hasil Penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi tahun 2019
merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta turunannya.

Keputusan ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat
diganggu-gugat.

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
Denpasar, 10 Oktober 2019
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Lampiran Surat Keputusan

Keputusan : KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Nomor :  100/01/KI-Bali/Monev/X/2019

Tentang : Hasil Penilaian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Badan
Publik Organisasi Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa se-Bali
tahun 2019

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
1. : Peringkat I =~ Bappeda Kota Denpasar
2. : Peringkat I Bappeda Kabupaten Badung
3. ¢ - -

2. Badan Penelitian dan Pengembangan
1. : Peringkat I  Balitbang Kabupaten Badung
2. : Peringkat I  Balitbang Kota Denpasar
3. : Peringkat Il Bappedalibang Kabupaten Karangasem

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau sebutan
lainnya
1. : Peringkat I =~ BKPSDM Kabupaten Badung
2. : Peringkat I BKPSDM Kabupaten Klungkung
3. : Peringkat I BKPSDM Kabupaten Jembrana

4. Badan Pendapatan/Keuangan/Pengelola Keuangan dan atau sebutan lainnya
1. : Peringkat I  Bapenda/Pasedahan Agung kabupaten Badung
2. : Peringkat I Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
3. : Peringkat I Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) kabupaten Tabanan

5. Dinas Kebudayaan dan atau sebutan lainnya
1. : Peringkat I  Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung
2. : Peringkat I  Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar
3. : Peringkat Il Dinas Kebudayaan kabupaten Karangasem

6. Dinas Pertanian dan Pangan/Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan atau
sebutan lainnya
1. : Peringkat I  Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
2, : Peringkat II  Dinas Pertanian, Ketanganan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Bangli
3. : Peringkat IIl Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan



7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. : Peringkat I =~ DPMPTSP Kabupaten Badung
2. : Peringkat . DPMPTSP Kota Denpasar
3. : Peringkat Il DPMPTSP Kabupaten Jembrana

8. Dinas Kesehatan
1. : Peringkat I  Dinas Kesehatan Kota Denpasar
2. : Peringkat I Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
3. : Peringkat Ill Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli

9. Dinas Sosial dan atau sebutan lainnya
1. : Peringkat I  Dinas Sosial Kota Denpasar
2. : Peringkat II  Dinas Sosial Kabupaten Bangli
3. : Peringkat Il Dinas Sosial kabupaten Badung

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. : Peringkat I =~ DPMD Kabupaten Badung
2. : Peringkat I DPMD Kabupaten Tabanan
3. : Peringkat Il DPMD Kabupaten karangasem

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan

Anak atau sebutan lainnya

1. : Peringkat I Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Buleleng

2. : Peringkat I  Dinas Pengendalian, Penduduk Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Badung

3. : Peringkat Il Dinas Pengendalian, Penduduk Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Denpasar

12. Agraria tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan

1. : Informatif ATR/BPN Kantah Kota Denpasar
2. : Informatif ATR/BPN Kantah Kabupaten Badung
3. : Informatif ATR/BPN Kantah Kabupaten Bangli



13. Perusahan Umum Daerah (Perumda)/Perusahaan Daerah Air Minum atau
sebutan lainnya

1. : Peringkat I =~ Perumda Tirta Sewakadarma Kota Denpasar
2. : Peringkat I  Perumda Tirta Giri Tohlangkir Kabupaten Karangaem
3. : Peringkat Il Perumda Kabupaten Gianyar

14. Badan Publik Lainnya sesuai yang telah ditetapkan dalam Pedoman
1. : Peringkat I  PD Parkir Denpasar
2. : Peringkat I BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar
3. : Peringkat Il PD Pasar Kota Denpasar

15.5 (Ltma) Besar Kualifikasi Badan Publik Kelurahan Informatif

1. Informatif I =~ Kelurahan Pemecutan

2. Informatif I Kelurahan Semarapura Tengah
3. : Informatif III Kelurahan Tegalcangkring

4. Informatif IV Kelurahan Campaga

5 Informatif V. Kelurahan Lukluk

16. Badan Publik Pemerintahan Desa
1. : Peringkat I = Desa Duda Timur Kabupaten Karangasem
2. : Peringkat II  Desa Punggul Kabupaten Badung
3. : Peringkat Il Desa Akah Kabupaten Klungkung

10 (Sepuluh) Besar Kualifikasi Desa Informatif

1. Informatif Desa Demulih - Kabupaten Bangli

2. Informatif Desa Belimbingsari - Kabupaten Jembrana

3 Informatif Desa Dangin Puri Kangin - Kota Denpasar

4. Informatif Desa Peliatan - Kabupaten Gianyar

5. Informatif Desa Kutuh - Kabupaten Badung

6. Informatif Desa Beraban Kediri - Kabupaten Tabanan

7. Informatif Desa Gelgel - Kabupaten Klungkung

8. Informatif Desa Munduk - Kabupaten Buleleng Buleleng
9. : Informatif Desa Pejarakan - Kabupaten Buleleng

10. : Informatif Desa Lebih - Kabupaten Gianyar

17. Badan Publik Terkreatif dan Inovatif dalam Mengimplementasikan
Keterbukaan Informasi Publik dianugerahkan kepada :
- Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung



18. Dinas Komunikasi dan Informasi dan Sandi atau sebutan lainnya
1. : Peringkat I  Diskominfo Kabupaten Badung
2. : Peringkat II  Diskominfo Kota Denpasar
3. : Peringkat Il Diskominfo Kabupaten Karangasem

19. Dinas Komunikasi dan Informasi dan Sandi sebagai Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PLID/PPID) Utama dengan predikat :

- Praja Aguna Anindhita (Pemerintahan yang terbuka bermanfaat dan sempurna)
Dianugerahkan kepada : Diskominfo Kabupaten Badung

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
Denpasar, 10 Oktober 2019
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